“ SALINAN “

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan
dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien,
maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang
mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk
organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di
lingkungannya,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Minahasa Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina
dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...



Memerhatikan :
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3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan KPU (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 nomor 320), sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526 /HM.02-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Selatan Nomor 29/PK.01/7105/2022 tanggal 7 Maret 2022
tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan;

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas :

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
JDIH;

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudabh;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mminahasa Selatan Nomor

57/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/VIII/2021 tentang Perubahan

Atas Keputusan Nomor 16/Hk.03.1-Kpt/7105/Kab/11/2021

Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Juwita Rosari Kasenda, SH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 2 3 4
Ketua KPU Kabupaten .
1 | Rommy H. Sambuaga Minahasa Selatan Ketua Pembina
Anggota KPU
2 | Maya Sarijowan Kabupaten Minahasa Pembina
Selatan
Anggota KPU
3 | Fadly Munaiseche Kabupaten Minahasa Pembina
Selatan
Anggota KPU
4 | Christiani E. P. Rorimpandey Kabupaten Minahasa Pembina
Selatan
Anggota KPU
5 | Yurnie Sendow Kabupaten Minahasa Pembina
Selatan
Sekretaris KPU
6 | Hermina H.R Kotulus Kabupaten Minahasa Pembina
Selatan

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1 | Juwita Rosari Kasenda Kepala Sub Bagian Pimpinan Redaksi
Hukum
Kepala Sub Bagian Wakil Pimpinan
2 | Vanda Surentu Keuangan Umum dan .
o Redaksi
Logistik
3 | Dolfie R. S. Kereh Kepala Sub Bagian Penanggung

Program dan Data Jawab Jaringan




NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
Kepala Sub Bagian Penaneeun
4 | Stenli Kimbal Teknis Pemilu dan sguns
Jawab Publikasi
Hupmas

Pelaksana Sub Bagian

Program dan Data Sekretaris Redaksi

S | Youla Pepah

Pelaksana Sub Bagian

6 | Dietje Liwe Teknis Pemilu dan Redaksi Produk

Hukum
Hupmas
Pelaksana Sub Bagian Pelaksana
7 | Gilbert W. H. Siagian Keuangan, Umum dan .
L Jaringan
Logistik
8 | Ria Runtunuwu Bendahara Pelaksana Redaksi
Pelaksana Sub Bagian
9 | Steydi Rundengan Keuangan, Umum dan Desain Grafis
Logistik
10 | Asther Talumewo PPNPN bidang Administrator

Administrasi

Pelaksana Sub Bagian
11 | Radix Sumarab Teknis Pemilu dan
Hupmas

Anggota Redaksi
Produk Hukum

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.
ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
/SEJ&ETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
/// wg\ TEN MINAHASA SELATAN
//§/ Kepala: @ b Baglan Hukum,

Juwita Rosari Kasenda, SH



